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Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWTsaeagala rahmat dan
hidayah-Nya yang telah dilimpahkan, sehingga pendipat menyelesaikan
makalah ini yang berjudul “Optimalisasi Pencegakarupsi melalui Pembatasan
Maksimal Dana Kampanye guna Menciptakan Pemeripéaly Bersih”. Karya
tulis ini disusun dalam rangka mengikuti prograragtivitas mahasiswa gagasan
tertulis (PKM-GT) yang diadakan oleh UniversitasaBijaya Malang. Tujuan
penulisan karya ilmiah ini adalah sumbangsih pemikiterhadap perbaikan
konsep pembangunan bangsa Indonesia dalam bidadglp@n.

Dalam penulisan karya tulis ini tidak terlepas geianan pihak-pihak yang
membantu proses pembuatan karya tulis. Untuk mulzeingin
mengucapkan terima kasih kepada:

Drs. Prih Hardinto, M.Si selaku dosen pembimbing

Kedua orang tua kami tercinta, atas segala doiaggrbanan serta kasih
sayangnya yang selalu menyertai langkah kami.

3. Kawan-kawan LP3ME seperjuangan, semoga menghasiagra-karya
yang bisa mengharumkan nama Universitas NegerirdgldM).
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Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih sasgderhana dan masih
banyak kekurangannya. Namun, besar harapan kam taggan ini dapat
diterima dan nantinya dapat dipakai oleh semua kpikdntuk itu penulis
mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membardegmi kesempurnaan
karya tulis ini.

Wassalamualaikum Wr.Whb.

Malang, 09 Maret 2010

Penulis

DAFTARISI

HALAMAN JUDUL.......coiiiiiiiiii e [
LEMBAR PENGESAHAN ... I
KATA PENGANTAR .o iii



RINGKASAN .. e e

PENDAHULUAN et ea e
Latar BelaKang .........coovvviiieiiiiiiceeeeee s e e e e
TUJUAN PeNUIISAN ...t
Manfaat PenuUIlISAN ...........oooeiiiiiiiiiimmmmmme e

GAGASAN ..t e e e e e e e e e eaeeaaann
Kondisi kekinian pencetus gagasan... ... eeeeeeeeeeeremmmnnnnnnnannns
Solusi yang pernah ditawarkan............ .cooeevevvviiiiiiiiiiiiiiee e .
Seberapa jauh kondisi kekinian pencetus gagasat dap
diperbaiki..........coooii
Pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat membantu
Mengimplementasikangagasan...........cccouvcccccccceeeeeeeeeeeevivin e
Langkah-langkah strategis yang harus dilakukankuntu
mengimplementasi-kan gagasan ..........ccccccvveeeeeeeiveeeeeeeeiin

KESIMPULAN ...ootiiii ittt e e e e s st e e e e e e nneeeeeas
Gagasan yang digjuKan ...
Teknik implementas yang akan dilakukan..............cccccceeiiiiiiieeennnn.

Prediksi yang diperoleh ...
DAFTAR PUSTAKA . .ttt



OPTIMALISASI PENCEGAHAN KORUPSI
MELALUI PEMBATASAN DANA KAMPANYE
GUNA MENCIPTAKAN PEMERINTAH YANG BERSIH

Imam Nasrodin
Shinta Eka Utami
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RINGKASAN

Rendahnya pendapatan penyelenggara negara merusaiah satu
faktor penyebab terjadinya korupsi. Sebab, haberhubungan dengan
pengembalian modal saat kampanye, baik untuk ‘'mpaolycs’ maupun lainnya.
Selain itu, budaya memberi upeti (balas jasa) kegadonsor’ juga merupakan
akar masalah terjadinya korupsi, karena pihak-piliksecara tidak tersurat
mendapat persenan. Padahal, gaji pokok dan tunjangdauk kebutuhan hidup
pejabat masih belum seimbang dengan pengeluarapdatilan, apalagi pejabat
yang terpilih dengan jalan pintas: money politibengan demikian, korupsi di
negeri ini seperti hilang satu tumbuh seribu meskiginerja komisi
pemberantasan korupsi sudah mati-matian memberaypgadJntuk itu,
pembatasan dana maksimal untuk kampanye sangatdegpaakan untuk solusi
permasalahan ini, karena dengan adanya pembatasamaka para calon tidak
akan mengeluarkan modal kampanye banyak, sehiragggas sedikit
kemungkinan untuk mengembalikan modal dengan kiorups

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalgiakgoustaka
dengan pendekatan penulisan deskriptif kuantitd¢ihis data yang digunakan
dalam penulisan ini merupakan data skunder yangriieh dari bahan-bahan
pustaka yang relevan dengan topik yang ditulisk loari buku, makalah, hasil
penelitian, ataupun internet. Analisis data dalpemulisan ini adalah dengan
cara bahan yang telah terkumpul kemudian diolateldah, dan direduksi, lalu
dianalisis dengan analisis deskriptif untuk disankdalam sebuah karya yang
memfokuskan "Optimalisasi pencegahan korupsi mefg@mbatasan maksimal
dana kampanye guna menciptakan pemerintah yanghiders

Kesimpulan dalam karya tulis ini adalah (1) tindakeemberantasan
korupsi di Indonesia selama ini sudah bagus, tabuim maksimal. Sepanjang
tahun 2008 KPK telah berhasil melakukan penyeliigabanyak 70 kasus dan
tahun 2009 semester pertama 3,4 triliun uang negargg diselamatkan, (2)
Rendahnya pendapatan penyelenggara negara merusaitahn satu faktor
penyebab terjadinya korupsi, karena hal ini berhugpan dengan pengembalian
modal ‘pribadi’ saat kampanye, dan (3) Polanya sgiderikut: KPU
menentukan batasan maksimal dana untuk kampangeggeach pengawas
independent (KPK/bawaslu/lainnya), menyerahkanilarkis penggunaan dana
kampanye.
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Rekomendasi yang diberikan penulis adalah (1) pagierintah (KPK),
tingkatkanlah pemberantasan korupsi sampai ke akarnya, supaya bangsa ini
bisa bersih dari tindakan yang memalukan, yaitwiksi, (2) Bagi calon
pemimpin, janganlah menodai keindahan demokraaideéngan menggunakan
money politics, karena hal ini akan bisa menjerukanspada tindakan korupsi,
dan (3) Bagi masyarakat, hati-hatilah dalam memdgion peminpin, supaya
pemimpin yang terpilih nanti benar-benar mampu dap menjalankan amanah
rakyatnya.

PENDAHULUAN
Latar Belakang

Korupsi merupakan hal yang paling menarik untukdijan sebagai jalan
pintas dalam mengembalikan modal saat pemilu (mkatapanye). Di negeri ini
yang namanya korupsi sudah dijadikan sebuah hahkdn sudah menjamur dan
membudaya, baik di tingkat daerah maupun pusatirti@herupakan salah satu
indikator degradasi moral para pejabat bangsasefijngga muncul pertanyaan
besar: apakah korupsi ini disebabkan pelaksanaaoldasi yang kurang dewasa
bangsa ini yang selalu mengedepankan uang untukilmerkuasaan (tahta).

Arya Maheka (2006: 23-24) mengatakan bahwa faldktef penyebab
korupsi diantaranya; rendahnya pendapatan penygdeagnegara. Seharusnya
pendapatan yang diperoleh harus mampu memenuhitutebu penyelenggara
negara, sehingga mampu mendorong penyelenggareanagak berprestasi dan
memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, damya budaya memberi
upeti, imbalan jasa dan hadiah.

Kutipan di atas menunjukkan suatu hal yang menartkik dibahas, yaitu
rendahnya pendapatan penyelenggara negara danaablatigya memberi upeti,
imbalan jasa dan hadiah. Rendahnya pendapatan |lpeggara negara
merupakan salah satu faktor penyebab terjadinyaupkar Sebab, hal ini
berhubungan dengan pengembalian modal ‘pribadi kampanye, baik untuk
'money politics’maupun lainnya. Selain itu, budaya memberi ugmlas jasa)
kepada sponsor (pihak-pihak yang dianggap membdatam mensukseskan
pemilu juga) merupakan akar masalah terjadinyagsirkarena pihak-pihak ini
secara tidak tersurat mendapat persenan. Padalgpgok dan tunjangan untuk
kebutuhan hidup pejabat masih belum seimbang degogageluaran setiap bulan,
apalagi pejabat yang terpilih dengan jalan pinta@ney politics

Amzulian Rifai (2003: 18) menjelaskan bahwa Falailienu Sosial dan
lImu Politik Universitas Sumatra Utara bekerjasateaganUnited States Agency
for International Developmer(tUSAID) mengadakan survei tentang politik uang
di Sumatra Utara. Hasilnya, sebanyak 67,9 persdamdgemilihan Kepala
Daerah Tingkat Il di enam kota yang ada di ProvBwinatra Utara diyakini telah
melakukan politik uang. Sebanyak 26,9 persen kuyak@q dan hanya 5,2 persen
saja yang tidak yakin. Selain itu, isu politik uaimg juga diibaratkan seperti
‘hebohnya’ orang yang sedang membuang angin diatelkkg@ramaian. Baunya
merebak kemana-mana, tetapi sangat sulit untuk mpgorang yang membuang
angin tersebut.
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Pendapat di atas menunjukkan bahwa ada indikasopamgan nilai-nilai
luhur sistem demokrasi yang sesungguhnya bangs&eoiah sistem demokrasi
hanya sebuah 'simbol’ yang bisa diperjual-belikl@h@enguasa rupiah, sehingga
sangat wajar jika banyak masyarakat kita yang @éakl gila karena uangnya
habis untuk modal kampanye pemilu. Akibatnya, ongargg benar-benar siap dan
mampu menjadi pemimpin tidak bisa memimpin hany@ika tidak mempunyai
uang banyak. Seharusnya demokrasi bisa membentglamegara yang memiliki
keadaban demokratis dan demokrasi keadaban segaldim pendidikan
kewarganegaraan.

Murray Print (dalam Ubaidillah, dkk, 2000) mengatak bahwa
pembentukan warganegara yang memiliki keadaban kit dan demokrasi
keadaban paling mungkin dilakukan secara efektiiyaamelalui pendidikan
kewargaan(civic education) Civic education, dengan demikian, merupakan
sarana pendidikan yang dibutuhkan oleh negara-aedgamokrasi baru untuk
melahirkan generasi muda yang mengetahui tentangepghuan, nilai-nilai dan
keahlian yang diperlukan untuk mengaktualisasikammberdayakan, dan
melesatrikan demokrasi.

Dari gambaran di atas terlihat adanya degradasalnpara pejabat yang
berujung pada tindakan korupsi yang digunakan sebggan pintas untuk
mengembalikan modal kampanye saat pemilu, sehinggabatasan dana
kampanye sangat strategis untuk mencegah terjadorygsi tersebut. Untuk itu,
tulisan ini bertujuan untuk melakukan tinjauan éetép langkah-langkah strategis
yang dapat ditempuh dalam melakukan optimalisasceggahan korupsi melalui
pembatasan dana maksimal kampanye guna mencigiekagrintah yang bersih.

TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN
Tujuan

1. Gagasan ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan veé@ana dalam
memberantas korupsi di negeri ini.

2. Gagasan ini dapat dijadikan sebagai solusi untukcegah terjadinya
korupsi.

3. Masyarakat, khususnya lembaga pemerintah, melagagan ini bisa
mengetahupola mengoptimalkan pencegahan korupsi melalui péssihn
maksimal dana kampanye guna menciptakan pemesmatanbersih.

M anfaat

1. Masyarakat
Menambah wawasan tentang cara mengoptimalkan pamaegerhadap
tindakan korupsi melalui pembatasan maksimal bikgmpanye guna
menciptakan pemerintah yang bersih. Hal ini jikamiyani secara benar dan
tepat, maka alternatif ini bisa mengentaskan kita degradasi moral para
oknum pejabat kita yang korupsi. Akhirnya, penygtmara pemerintah kita



8

bisa benar-benar bersih dari tindakan korupsi,nggfa mereka bisa fokus
dalam menjalankan amanah dari rakyatnya.

Calon pemimpin

Memberikan kontribusi (cara) bagi calon pemimpinndetang dalam
membentengi dirinya dari terjerumusnya ke dalardalkan korupsi. Selain
itu, supaya calon pemimpin yang mempunyai uang &gag-pasan, tetapi
mampu dan siap tidak berkecil hati untuk memimpageri ini. Dengan

demikian, jalan pintas (korupsi) untuk mengembalikaodal kampanye
segera terhapus berlahan-lahan dan minimal bisaimmealisir tindakan

korupsi karena mencegah korupsi lebih baik darapadngobati korupsi.

Lembaga pahlawan rakyat kecil (KPK/pemafit

Menambah wacana bahwa mencegah korupsi lebih bailpada mengobati
korupsi. Harapannya, buku ini bisa dijadikan sebdgdhan acuan atau
pertimbangan dalam hal pemberantasan korupsi, &aterupsi sulit
diberantas sebelum akarnya (penyebab dasar) ditefalsin dahulu. Selain
itu, siapa lagi yang diharapkan rakyat untuk bigserantas tuntas sampai
ke akar-akarnya korupsi di negeri ini selain KPK.

GAGASAN
Kondisi kekinian pencetus gagasan

Survei membuktikan bahwa para pejabat bangsa mmgs@li terlibat

dengan tindakan korupsi, bahkan tidak sedikit jysyag masuk penjara karena hal
ini. Salah satu penyebab utamanya adalah rendghen@apatan penyelenggara
Negara, karena hal ini ada hubungannya dengan péradian modal saat
kampenye, yaitu saat sebelum menjadi pejabat.

Arya Maheka (2006: 23-24) mengatakan bahwa faldktef penyebab

korupsi diantaranya; rendahnya pendapatan penygdemgNegara. Seharusnya
pendapatan yang diperoleh harus mampu memenuhitutebu penyelenggara
negara, sehingga mampu mendorong penyelenggareanagak berprestasi dan
memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, d@amya budaya memberi
upeti, imbalan jasa dan hadiah.

Dari Kutipan di atas, ada suatu hal yang menarituluibahas, yaitu

rendahnya pendapatan penyelenggara negara danaadatgya memberi upeti,
imbalan jasa dan hadiah. Rendahnya pendapatan lpeggara negara
merupakan salah satu faktor penyebab terjadinyaupkar Sebab, hal ini

berhubungan dengan pengembalian modal ‘pribadt kampanye, baik untuk
'money politics’maupun lainnya. Selain itu, budaya memberi udmias jasa)

kepada sponsor (pihak-pihak yang dianggap membdalam mensukseskan
pemilu juga) merupakan akar masalah terjadinyagsiyikarena pihak-pihak ini
secara tidak tersurat mendapat persenan. Padahglpgok dan tunjangan untuk
kebutuhan hidup pejabat masih belum seimbang dgmgyageluaran setiap bulan,
apalagi pejabat yang terpilih dengan jalan pintasney politics.
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Korupsi merupakan hal yang paling menarik untukdijan sebagai jalan
pintas dalam mengembalikan modal saat pemilu (mkatapanye). Di negeri ini
yang namanya korupsi sudah dijadikan sebuah hahkdn sudah menjamur dan
membudaya, baik di tingkat daerah maupun pusatirti@herupakan salah satu
indikator degradasi moral para pejabat bangsasefijngga muncul pertanyaan
besar: apakah korupsi ini disebabkan pelaksanaanoldasi yang selalu
mengedepankan uang untuk meraih kekuasaan (tahta).

Amzulian Rifai (2003: 18) menjelaskan bahwa Falailienu Sosial dan
lImu Politik Universitas Sumatra Utara bekerjasateaganUnited States Agency
for International Developmer(tUSAID) mengadakan survei tentang politik uang
di Sumatra Utara. Hasilnya, sebanyak 67,9 persdamdgemilihan Kepala
Daerah Tingkat Il di enam kota yang ada di ProvBwinatra Utara diyakini telah
melakukan politik uang. Sebanyak 26,9 persen kuyak@q dan hanya 5,2 persen
saja yang tidak yakin. Selain itu, isu politik uaimg juga diibaratkan seperti
‘hebohnya’ orang yang sedang membuang angin diatelkkgramaian. Baunya
merebak kemana-mana, tetapi sangat sulit untuk mpgorang yang membuang
angin tersebut.

Hal tersebut juga bias dicontohkan sebagai berikatsalnya kita
asumsikan seorang bupati gaji pokoknya 6 juta/budam tunjangannya 9
juta/bulan, sedangkan modal kampanyenya 1 milyagae masa jabatan 4 tahun
(48 bulan). Jumlah total yang diterima selama niEtjaebagai bupati adalah 720
juta. Padahal modalnya 1 milyar, sehingga hal awan untuk mencari jalan
pintas, yaitu korupsi. Sebab, jumlah itu masih irelseimbang dengan jumlah
modal yang dikeluarkan saat kampanye dan jumlaebet dipotong keperluan
rumah tangga yang ‘tidak terduga’ lainnya

Solusi yang pernah ditawar kan atau diterapkan sebelumnya untuk
memper baiki keadaan pencetus gagasan

Herdiansyah Hamzah (2009) mengatakan bahwa sejakodpe
kepemimpinan Susilo Bambang Yudoyono dan Jusuf akalprogram
pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama dalpmgram kerja
pemerintahannya. Upaya ini harus kita apresiasiga@@enmemberikan bentuk
penghargaan yang tinggi atas upaya yang dilakuaetiut. Namun, perlu dicatat
bahwa meskipun pemerintahan SBY-JK telah berhasiigungkap kasus-kasus
korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat Negarae(sdmsus KPU, kasus Bulog,
kasus Abdullah Puteh di Aceh, serta kasus-kasug yaelibatkan pejabat
pemerintah di beberapa daerah), tetapi upaya pamtiasan korupsi ini belum
mampu menyentuh para koruptor kelas kakap (daiseedarto sampai sekarang)
yang sampai saat ini masih bebas berkeliaran ddak tpernah sedikitpun
tersentuh oleh hukum. Jika pemerintah mampu mekderbukti nyata dari
komitmen pemberantasan korupsi, maka kepercayaasyamakat terhadap
pemerintah akan kembali pulih, bahkan akan lebihtigpeatif dalam setiap
masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh bangsalegara, dan demikian
juga sebaliknya.

Dari pendapat di atas dapat diambil benang merdiwdgpemerintah
sudah berusaha untuk memberantas korupsi. Salatbsktinya adalah dengan



10

dibentuknya lembaga yang khusus memberantas korupmitu Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK). Prestasi lembagauthals bisa dikatakan bagus.
Hal ini bisa dibuktikan dengan tertangkapnya bgierenafia hukum, seperti
Artalita Suryani (Ayin). Arbie Haman (2009) menjgkan bahwa sepanjang tahun
2008 KPK telah berhasil melakukan penyelidikan sghk 70 kasus di bidang
penindakan, dan perkara yang sudakracht sebanyak 7 perkara. Ironisnya
sebagian besar dari terpidana korupsi yang dijgbtosKPK berasal dari DPR.
Pada tahun 2009 semester pertama sudah 3,4 trnlamg negara yang
diselamatkan KPK.

Namun, kinerja yang dilakukan lembaga ini masihatzb memberantas,
belum bisa melakukan pencegahan secara maksintahgga masih banyak para
koruptor yang belum disentuhnya. Survei membuktikahwa hanya sebagian
kecil para mantan pejabat atau pejabat aktif yamgerat kasus korupsi, baik
masih dalam tahap tersangka maupun sudah terdakalaini sangat wajar,
karena para pejabat juga perlu mengembalikan uamdpitkampanyenya saat
pemilu. Untuk itu, pembatasan maksimal dana kampasgngat cocok jika
diterapkan untuk mencegah terjadinya tindakan ksrup

Seberapa jauh kondisi kekinian pencetus gagasan dapat diper baiki melalui
gagasan yang diajukan

Amzulian Rifai (2003) menjelaskan bahwa FakultasullSosial dan lImu
Politik Universitas Sumatra Utara bekerjasama dengrated States Agency for
International DevelopmentfUSAID) mengadakan survei tentang politik uang di
Sumatra Utara. Hasilnya, sebanyak 67,9 persen daéamilihan Kepala Daerah
Tingkat 1l di enam kota yang ada di Provinsi Sumaltftara diyakini telah
melakukan politik uang. Sebanyak 26,9 persen kuyak@q dan hanya 5,2 persen
saja yang tidak yakin. Selain itu, isu politik uaimg juga diibaratkan seperti
‘hebohnya’ orang yang sedang membuang angin diatelkkgramaian. Baunya
merebak kemana-mana, tetapi sangat sulit untuk mgorang yang membuang
angin tersebut.

Dari kutipan di atas sangat jelas bahwa modal umignjadi pejabat
sangat besar, karena sebagian besar menggunaktak pahg, sehingga akan
berpengaruh terhadap jumlah presentase modal kaepayitu lebih besar
modalnya. Akhirnya, setelah menjadi pejabat pargbae terpilih berlomba-
lomba untuk mengembalikan modal, dan karena gdanam tidak seimbang
dengan jumlah yang harus dipenuhi, maka jalan pigpéag ditempuhnya, yaitu
korupsi.

Dari gambaran di atas terlihat adanya degradasalnpara pejabat yang
berujung pada tindakan korupsi yang digunakan sebgdan pintas untuk
mengembalikan modal kampanye saat pemilu. Dengamkde, pembatasan
dana kampanye sangat strategis untuk mencegaldinggakorupsi tersebut.
Sebab, mereka tidak terbebani dengan pengembatidaliyang besar.
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Pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat membantu mengimplementasikan
gagasan dan uraian peran atau kontribus masing-masing
Pemerintah

Pemerintah dalam hal ini adalah Komisi Pemberant&aupsi (KPK),
yaitu sebagai lembaga independen yang selalu manipdra pejabat yang
terlibat tindakan korupsi. Lemabaga ini dipilih @aa memang pada dasarnya
lembaga ini dibuat untuk menghilangkan korupsi. aBelitu, lembaga ini
merupakan lembaga yang independen sehingga saedikit adanya campur
tangan pihak-pihak yang berkepentingan tertentungBe demikian, lembaga ini
sangat tepat jika dipilih untuk membantu menjalangagasan ini.

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU ini merupakan lembaga yang bertanggung jawas lkésuksesannya
pemilihan umum, baik dalam hal menentukan permatgaam pemilihan umum
maupun hal lainnya, sehingga perannya sangat meémbafam merealisasikan
gagasan ini. Meskipun demikian, hal ini juga hagidukung lebih oleh semua
pihak, khususnya masyarakat, karena keberhasilad H&am melaksanakan
pesta demokrasi tidak akan pernah tercapai atdvasiedengan maksimal tanpa
dukungan dari masyarakat.

Pengawas Independen

Pengawas independen ini bertugas untuk mengawasinja pemilihan
umum, khususnya dalam hal menerapkan gagasan diy ynengawasi arus
keuangan kampanye setiap calon yang telah disedtgui ditetapkan oleh KPU
jumlah maksimalnya. Team ini nantinya akan meneriagoran dari masing-
masing calon atas arus keuangan yang ada, agateigiadi penyimpangan, yaitu
menghabiskan dana untuk kampenye melebihi jumlaksimal (jumlah yang
ditetapkan KPU).

Akan tetapi, anggota dari team ini tidak diperb&behdari anggota partai
tertentu. Tujuannya, agar tidak terjadi budaya meimgkan kepentingan
golongannya di atas kepentingan bangsa dan negaggotanya bisa diambilkan
dari LSM atau ICW.

L angkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk mengimplementasi-
kan gagasan sehingga tujuan atau perbaikan yang diharapkan dapat
ter capai

Sebanyak 67,9 persen dalam pemilihan Kepala Daérajkat Il di enam
kota di Provinsi Sumatera Utara diyakini melakukafitik uang. Sebanyak 26,9
persen kurang yakin dan hanya 5,2 persen tidaky#ldenam kota yang disurvei
adalah Medan, Binjai, Sibolga, Pematangsiantarjinbéinggi, dan Tanjungbalai.
Demikian hasil survei Fisib USU bekerjasama dendarted State Agency for
International Devlopment (USAID) (Amzulian RifaiD@3)
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Hasil survei tersebut menyebabkan pola pikir sepraalon harus
mengeluarkan 'modal promosi’ banyak. Padahal, gajrninya selama masa
jabatan belum bisa digunakan untuk mengembalikardaimoMisalnya Kkita
asumsikan seorang bupati gaji pokoknya 6 juta/bulam tunjangannya 9
juta/bulan, sedangkan modal kampanyenya 1 milyaga®e masa jabatan 4 tahun
(48 bulan). Jumlah total yang diterima selama nistjaebagai bupati adalah 720
juta. Padahal modalnya 1 milyar, sehingga hal @awan untuk mencari jalan
pintas, yaitu korupsi. Sebab, jumlah itu masih trelseimbang dengan jumlah
modal yang dikeluarkan saat kampanye dan jumlaebet dipotong keperluan
rumah tangga yang ‘tidak terduga’ lainnya.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik benang mdraiwa akar dari
terjadinya korupsi salah satunya adalah terlalydlamya modal dalam promosi
saat pemilu. Untuk itu, pembatasan jumlah dana mmaktsuntuk kampanye
merupakan salah satu solusi tepat dan cerdas datmegah terjadinya korupsi
di negri ini. Adapun mekanismenya sebagai berikiRlJ menentukan batasan
maksimal dana untuk kampanye, ada team pengawadependent
(KPK/panwaslu/lainnya), semua calon menyerahkarii lauks penggunaan dana
kampanye.

KESIMPULAN
Gagasan yang diajukan

Gagasan yang diajukan penulis adalah “OptimaliBasicegahan Korupsi
melalui Pembatasan Maksimal Dana Kampanye guna iptakan Pemerintah
yang Bersih”. Hal ini bisa dianalogkan, misalnygakiasumsikan seorang bupati
gaji pokoknya 6 juta/bulan dan tunjangannya 9 puth, sedangkan modal
kampanyenya 1 milyar dengan masa jabatan 4 tal8ubulan). Jumlah total yang
diterima selama menjabat sebagai bupati adalahjuta0 Padahal modalnya 1
milyar, sehingga hal ini rawan untuk mencari jafantas yaitu korupsi. Sebab,
jumlah itu masih belum dipotong keperluan rumalggenyang ‘tidak terduga’
lainnya lainnya.

Dengan demikian, gagasan di atas sangat pentingodananfaat bagi
Negara ini dalam rangka memberantas mafia korufsibab, selama ini
pemerintahan masih belum maksimal dalam hal memtaerakorupsi, bahkan
masih sebatas memberantas, tetapi belum mencapabelum memiliki formula
dalam mencegah terjadinya korupsi. Untuk itu, gagami sangat tepat jika
diimplementasikan ke dalam pelaksanaan pemilihamuich negeri ini.

Teknik implementas yang akan dilakukan

Adapun mekanisme untuk mengimplementasikan gagasaradalah
sebagai berikut: pertama, KPU menentukan batasaksimal dana untuk
kampanye yang disetujui oleh para calon. Namunelsab KPU memutuskan
besar kecilnya jumlah nominal uang untuk modal msintkampanye) terlebih
dahulu para calon atau perwakilannya diajak untrkliskusi. Akan tetapi, hal ini
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tidak harus, artinya KPU bisa langsung menentukamlgh maksimalnya
meskipun tidak 'berunding’ dahulu, tetapi harusdasarkan analisa yang tepat
dan benar. Hal ini bertujuan untuk efisiensi bidga waktu yang diperlukan oleh
KPU, karena kalau setiap ada masalah harus 'memidgoanitia tertentu atau
musyawarah dengan pihak calon, maka akan menglaabis&ng negara yang
relatif besar. Sebab, hal ini akan memerlukan waldng cukup lama, karena
setiap calon pasti memiliki kepentingan-kepentinganentu, dan hal ini akan
membutuhkan waktu relatif lama, karena pasti adébguman yang terus
dipertahankan dari masing-masing calon atau te&sesanya. Dengan demikian,
hal tidak secara langsung akan memerlukan biaya yalatif lebih banyak.
Akhirnya, hal semacam ini terkesan seperti progikana sebuah masalah bisa
digunakan untuk 'lapangan pekerjaan’. Padahal,atakgngat menanti perubahan
yang lebih baik di negeri ini.

Kedua, ada team pengawaslependent artinya dalam melaksanakan
gagasan ini diperlukan team atau orang yang mergjal@am mengontrol, tetapi
pengawas ini harus dari team endependen. Tujuaraga, kinerjanya tidak
dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingaalai§ itu, hal itu juga
bertujuan untuk melihat bagaimana kreativitas galan atau para team sukses
dalam menjalankan aturan ini, yaitu melakukan pepgingan atau melanggar
aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama.

Dalam hal ini bisa melibatkan lembaga Komisi Perabsan Korupsi.
Sebab, lembaga ini sudah lebih lama menanganingiarupsi, sehingga sudah
banyak makan garam dibandingkan lainnya dalam lealamgani korupsi. Selain
itu, memang lembaga ini ada karena untuk membeydmeupsi. Akan tetapi,
dalam melakukan hal tersebut juga bisa melibatkaum membuat team pengawas
pemilihan umum (pemilu), tetapi lembaga atau teairharus yang independen
juga, misalnya dari LSM atau ICW. Hal ini diperlukantuk menanggulangi hal-
hal yang tidak diinginkan, seperti berpihak kepadih satu calon atau partai
tertentu.

Adapun tugas team tersebut adalah mengawasi dagomteol jalannya
pemilihan umum, khususnya pada penggunaan dana akgepyang sudah
ditetapkan jumlah maksimalnya. Team ini pada masartg dan setelah selesai
pemilihan harus melaporkan pengawasan terhadapcpbma atas arus keuangan
yang digunakan oleh masing-masing calon. Laporgjuga harus didukung oleh
bukti-bukti pembayaran yang kuat, sehingga terhidda manipulasi data.

Ketiga, mengumpulkan arus keuangan. Dalam hal asing-masing calon
atau yang mewakilinya mengumpulkan arus pengguhk@aangan kampanye
dengan didukung bukti kepada team pengawas, latggveas menganalisanya
lalu menyerahkan laporan tersebut kepada KPU. Qmabila ada keganjalan
dalam laporan tersebut maka pengawas bisa langsefaporkan kepada KPU,
lalu KPU menindak lanjutinya.

Dengan demikian, hal tersebut akan memberikannmdsr seberapa besar
jumlah uang yang digunakan promosi para calonngehi jika ada yang melebihi
batas maksimal bisa segeri ditindak lanjuti. Hail fidak bertujuan untuk
membatasi kreativitas para calon, tetapi hanya wremd para calon untuk lebih
kreatif dan inovatif serta efisien dalam melakukeampanye, sehingga jika
terpilih menjadi pemimpin bisa mengelola keuangamgrintah dengan efisien
dan tepat. Sebab, biasanya kalau kondisi sesetegegit (kritis) maka ide-ide
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yang luar biasa akan muncul. Misalnya, dengan caeaggunakan sapnduk-
spanduk yang sudah dipakai, tetapi masih layakkdip@aur ulang). Tujuannya,
supaya para calon tidak salijog-joran promosi antara calon satu dengan lainnya.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik benang mdyalwa akar dari
terjadinya korupsi salah satunya adalah terlalydamya modal dalam promosi
saat pemilu. Untuk itu, pembatasan jumlah dana mmaktsuntuk kampanye
merupakan salah satu solusi tepat dan cerdas datmegah terjadinya korupsi
di negeri ini.

Prediksi hasil yang akan diperoleh

Tahta dan jabatan di negeri ini masih dijadikanladbanyak orang,
sehingga tidak sedikit dari mereka yang menjadikalan pintas untuk
mencapainya, seperti dengan menggunakan uang uméricapainya(money
politics), bahkan untuk menjadi bupati saja rela menghabiskifyaran rupiah.
Akibatnya, jabatan ini seolah seperti halnya ‘pahaan’ yang orientasinya pada
pengembalian modal dan laba. Padahal, kita tamdirs@ahwa jabatan itu bukan
untuk ajang mengembalikan modal, tetapi mengabdi rdanjalankan amanah
yang diberikan rakyat.

Dengan demikian, gagasan ini dinilai memiliki prelsyang sangat bagus
untuk mengatasi korupsi di negeri ini, karena maltidak lagi memberantas,
tetapi mencegah terjadinya korupsi. Sebab, korugitaregeri ini seolah seperti
hilang satu tumbuh seribu, karena sangat sistemyatislan yang paling mendasar
adalah pemerintah masih dalam upaya memberantasandi kegiatan ini
dilakukan setelah menemukan indikator adanya kardgamun, solusi yang
ditawarkan dalam gagasan ini adalah mencegahyartebelum terjadi korupsi
sudah diprotek terlebih dahulu. Akhirnya, gagasarbisa dijadikan acuan untuk
menciptakan pemerintah yang bersih dan bermorkl bai
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